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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Tentang Perusahaan 

Pabrik gula Toelangan merupakan perusahaan milik BUMN yang berperan 

dalam penyediaan gula. Pabrik gula Toelangan ini merupakan salah satu pabrik 

peninggalan zaman Belanda yang ada di Indonesia, untuk lebih lengkapnya dapat 

diketahui melalui profil perusahaan berdasarkan data yang peneliti peroleh berikut 

ini : 

4.1.1 Sejarah Perusahaan 

Pabrik Gula Toelangan, Sidoarjo didirikan pada tahun 1850 oleh Pemerintah 

Belanda dengan nama N.V. Matsechappy Tot Exploitatie  de Suiker 

Ondernamingen Kremboong en Toelangan. Kemudian berubah menjadi N.V. 

Mattschappy Kremboong en Toelangan yang manajemennya berada Tiedemen 

Van Kerehem (T.V.K). 

Setelah Indonesia merdeka, maka perusahaan-perusahaan yang dulunya 

dikuasai oleh Pemerintah Belanda kemudian diambil alih seluruhnya oleh 

Pemerintah Indonesia dengan dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian 

No.229/UM/57. Setelah dilakukan beberapa kali perubahan nama kepengurusan, 

akhirnya dikeluarkan lembaran negara 234/1974 tentang perubahan hirarki 

kepengurusan sebagai berikut : 

1. Badan Khusus Urusan Perusahaan Negara Perkebunan menjadi Inspeksi 

Wilayah. 
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2. Perusahaan Negera Perkebunan XXII berubah menjadi PT. Perkebunan 

XXI-XXII (Persero). 

3. Perusahaan Negara Perkebunan XXII PG. Toelangan berubah menjagi PG. 

Toelangan PT. Perkebunan XXI-XXII (Persero). 

Sesuai PP. Nomor 15, tanggal 4 Februari 1996 tentang peleburan perusahaan 

perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXI-XXII, dan Perusahaan Perseroan 

(Persero) XXVII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan X, 

diputuskan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVII yang masing-

masing didirikan berdasarkanm PP. Nomor 13 tahun 1990, PP. Nomor 23 tahun 

1973 dan PP. Nomor 7 tahun 1972 dilebur dalam Perusahaan Perseroan (Persero) 

PT. Perkebunan Nusantara X yang selanjutnya dalam peraturan Pemerintah ini 

disebut PERSERO. 

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) membawahi 11 Pabrik Gula, 2 Rumah 

Sakit, 2 Pabrik Tembakau, dan 1 Pabrik Karung. Salah satu dari 11 Pabrik Gula 

dari PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) adalah Pabrik Gula Toelangan. 

4.1.2 Lokasi Pabrik 

Pabrik Gula Toelangan secara Administratif berada di desa Toelangan, 

kecamatan Tulangan, kabupaten Sidoarjo. Lokasi pabrik ini berada di daerah yang 

strategis. Batas-batas Pabrik Gula Toelangan yaitu: 

1. Sebelah utara : Desa Kemantren 

2. Sebelah selatan: Desa Tulangan 

3. Sebelah timur : Desa Tulangan 

4. Sebelah barat : Desa Singopadu. 
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4.1.3 Keadaan Tanah 

Keadaan tanah desa Tulangan dan sekitarnya adalah tanah yang subur dan 

sesuai untuk ditanami padi-padian dan tebu sehingga memudahkan bagi 

perusahaan dalam pengadaan bahan baku. Dengan makin pesatnya perkembangan 

kota Sidoarjo, sehingga mengakibatkan berkurangnya lahan tanah akibat 

didirikannya pabrik-pabrik dan perumahan. Guna menambah persediaan bahan 

baku, maka PG Toelangan mengembangkan penanaman tebu di daerah Sidoarjo 

sendiri dengan sistem kemitraan dan kerjasama berupa sewalahan. 

4.1.4 Pengadaan Air 

Pengadaan air tidak menjadi masalah bagi PG Toelangan, karena disekitar 

pabrik gula Toelangan terdapat sungai yang mempunyai debit air yang mencukupi 

kebutuhan pabrik. Sungai-sungai yang mengelilingi pabrik gula Toelangan yaitu : 

sebelah utara kali Kedung Oling, sebelah barat kali Trengguli dan sebelah selatan 

Patusan Bagepuh. 

4.1.5 Kegiatan Usaha 

Sesuai dengan namanya, maka pabrik gula ini memproduksi gula untuk 

kebutuhan masyarakat umum. Bahan baku pembuatan gula tersebut adalah tebu. 

Pada tahun 1975, tebu yang digunakan merupakan tebu sendiri (TS) dan mulai 

tahun 1976 dialihkan menjadi tebu rakyat intensifikasi (TRI) secara berangsur 

menjadi 100 % TRI. Dalam perkembangannya pabrik gula sesuai dengan 

ketentuan yang ada mengadakan Kebun Percobaan dalam katagori TS (Tebu 

Sendiri). Lahan kebun TS diperoleh dengan jalan memberi imbalan penggunaan 

lahan kepada petani. 
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4.1.6 Pemasaran  

Seluruh hasil produksi dari pabrik gula, khususnya gula milik PG untuk saat 

ini ditangani langsung oleh bidang pemasaran PTP, yang selanjutnya oleh bidang 

pemasaran PTP gula tersebut dilelang kepada pihak distributor. Adapun gula 

bagian petani dilelang sendiri dengan dikoordinir oleh APTR (Asosiasi Petani 

Tebu Rakyat). Selanjutnya pihak distibutor yang memenangkan lelang 

memasarkan dengan caranya tersendiri. 

4.1.7 Kegunaan Produk 

Pabrik Gula Toelangan merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang 

menghasilkan gula jenis SHS (Super Heat Sugar / Gula Putih Utama) yang 

digunakan sebagai pemanis dan sebagai hasil samping adalah tetes dan ampas 

tebu. Tetes yang dihasilkan sebagai produk samping selanjutnya dijual kepada 

pabrik MSG dan pabrik alkohol sebagai bahan baku pabrik tersebut. Sedangkan 

ampas tebu yang dihasilkan digunakan sebagai bahan bakar untuk pembakaran. 

4.1.8 Visi dan Misi Perusahaan 

Visi Perusahaan :  

Menjadi perusahaan agro industri yang berwawasan lingkungan. 

Misi Perusahaan :  

1. Berkomitmen menghasilkan produk berbasis bahan tebu berdaya saing 

tinggi di pasar domestik dan internasional yang berwawasan lingkungan. 

2. Berkomitmen menjaga pertumbuhan dan kelangsungan usaha melalui 

optimalisasi dan efisiensi disegala bidang. 
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3. Mendedikasikan diri untuk selalu meningkatkan nilai-nilai perusahaan 

bagi kepuasan pemangku kepentinganmelalui kepemimpinan, inovasi, 

dan kerja sama tim serta organisasi yang profesional. 

4.1.9 Nilai, Budaya, dan Kebijakan Integrasi Perusahaan 

Nilai perusahaan : 

Profesionalisme, visioner, sinergi, dan integritas”(PROFISI). 

Budaya perusahaan : 

Profesionalisme, produktif, dan pembelajar” (3P). 

Kebijakan Integrasi Perusahaan : 

PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Pabrik Gula Toelangan berkomitmen 

untuk menjadi perusahaan gula yang berwawasan lingkungan, menghasilkan gula 

dengan kualitas yang baik, senantiasa bekerja sesuai dengan standar dan prosedur 

kerja yang telah ditetapkan, serta berusaha melakukan perbaikan 

berkesinambungan dengan: 

1. Menerapkan sistem menejemen integritas ISO 9001:2008 dan ISO 

14001:2004 diseluruh proes kegiatan bisnis perusahaan. 

2. Mematuhi persyaratan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang 

berkaitan dengan mutu dan lingkungan. 

3. Menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada seluruh 

jajaran perusaahaan untuk menjamin terpeliharanya sistem manajemen 

integrasi. 
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4. Memelihara dan mengkomunikasikan kebijakan sistem manajemen 

integrasi ini kepada seluruh karyawan dan pihak eksternal yang 

membutuhkan. 

5. Melakukan usaha pencegahan pencemaran lingkungan secara 

berkesinambungan. 

6. Menjalin hubungan yang harmonis dengan steakholder dan pihak-pihak 

yang berkepentingan. 

4.2 Kemitraan  Petani Tebu dengan Pabrik Gula Toelangan 

4.2.1 Pengertian Kemitraan 

Kemitraan secara umum adalah strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak 

atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling menguntungkan, saling 

memperkuat, dan saling memiliki kesetaraan antar pihak yang bermitra dengan 

mengandalkan prinsip kesetiaan, transparansi, bermanfaat, dan menguntungkan 

(Suyono, wawancara). Kemitraan petani tebu dan pabrik gula untuk memproduksi 

gula dengan sistem bagi hasil merupakan salah satu pola pengembangan tebu 

rakyat secara nasional yang terintegrasi yang memadukan kegiatan budidaya 

dengan kegiatan pabrikan dalam satu sistem manajemen industri gula. 

Keterpaduan antara budidaya dan pabrikan tersebut dijabarkan dalam rincian 

kegiatan yang akan dilakukan oleh para pelaku kemitraan sesuai fungsinya yang 

meliputi kegiatan persiapan tanam, penyediaan bibit, pupuk, penanaman, 

pemeliharaan sampai pengolahan hasil berupa gula secara proporsional sesuai 

kesepakatan. Oleh karena industri gula yang ada di Jawa terdiri dari dua 

komponen yaitu petani  yang memiliki lahan dan perusahaan gula yang memiliki 
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pabrik gula maka untuk mencapai keterpaduan dalam pengelolaan tanaman 

sampai dengan pengolahan hasilnya dilakukan dengan sistem kemitraan. 

Berdasarkan data yang ada di lapangan, kemitraan dalam usaha tebu rakyat 

antara petani dengan pabrik gula merupakan bentuk kerjasama yang meliputi: 

1. Kerjasama operasional sejak dari pengadaan sampai dengan pemasaran 

hasil. 

2. Karena penyediaan kredit sudah tidak dijamin oleh perum PKK maka 

pabrik gula bertindak sebagai avalis. 

Secara mikro, tujuan yang diharapkan dari adanya ini adalah untuk 

meningkatkan produktifitas dan pendapatan petani serta pabrik gula. Melalui pola 

kemitraan petani tebu rakyat diharapkan mampu untuk: 

1. Membudidayakan tanaman tebu secara benar dan efisien. 

2. Berorganisasi yang baik sehingga organisasi petani tebu mempunyai 

program yang terarah guna mencapai tujuan, dan 

3. Menjadi salah satu pelaku industri gula yang berwawasan global dan 

profesional. 

Pada pola kemitraan, baik pabrik gula maupun petani memiliki peran masing-

masing yang keduanya saling menunjang produksi gula nasional. Pabrik gula dan 

petani bersama-sama bertanggungjawab mulai dari penyediaan lahan, 

pemeliharaan tanaman, proses pengolahan hasil sampai dengan pemasaran hasil 

gula. Dengan kata lain, pada sistem industri gula,kegiatan budidaya tebu 

memerlukan konsep terpadu dengan pengolahannya. Artinya bahwa usaha 

penanaman tebu tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan unit pengolahan 
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pabrik gula. Keterpaduan tersebut diperlukan untuk mencapai hasil usaha yang 

optimal dengan pertimbangan karena: 

1. Secara teknis, tanaman tebu memiliki karakteristik yang berbeda dengan  

tanaman lain, dimana hasil akhir kristal gula dari tanaman tebu yang 

diproses ditentukan oleh perlakuan sejak persiapan lahan, pertanaman, 

tebang-angkut sampai dengan perlakuan di pabrik gula yang diindikasikan 

dengan nilai randemen. 

2. Secara ekonomis keterpaduan sistem tersebut untuk menjaga pasokan 

bahan baku tebu sehhingga mampu menunjang produksi gula nasional dan 

secara tidak langsung mamnpu meningkatkan pendapatan petani. 

4.2.2 Hak dan Kewajiban Petani dalam Kemitraan dengan Pabrik Gula 

Toelangan. 

Berdasarkan perjanjian kemitraan yang ada di PG.Toelangan, petani memiliki 

hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Yaitu: 

Hak dan kewajiban petani 

a. Hak petani dalam kerjasama kemitraan 

1. Mendapatkan jaminan pendapatan minimal petani (JPMP) apabila 

bagian hasil produksi dan harga di bawah JPMP. 

2. Mendapat hak bagian dari selisih lebih hasil produksi gula apabila 

hasil produksi dan harga di atas JPMP. 
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Sementara itu, kewajiban petani dalam kerja sama kemitraan diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

1. Menyiapkan lahan sesuai dengan kesepakatan untuk dikelola bersama 

pabrik gula. 

2. Menjaga keamanan tebu 

3. Menjamin tersedianya pengairan yang cukup untuk tanaman tebu. 

4. Turut serta dalam sumbangan pemikiran, pengelolaan, dan perawatan 

tanaman tebu sampai panen. 

5. Merencanakan dan melaksanakan tebang angkut tebu yang akan diolah di 

pabrik gula. 

4.2.3 Hak dan Kewajiban Pabrik Gula Toelangan dalam Kemitraan dengan 

Petani 

Berdasarkan perjanjian kemitraan yang ada di PG.Toelangan, pabrik gula 

memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Yaitu: 

1. Melarang petani menjual, mengalihkan, menjaminkan, menggilingkan 

tanaman tebu yang terkait dengan perjanjian kepada pabrik gula lain. 

2. Mendapatkan hak bagi hasil produksi sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

3. Memotong hasil penjualan bagi hasil produksi  gula petani untuk melunasi 

pinjaman modal. 

Sementara itu, kewajiban dari pabrik gula meliputi : 

1. Menetapkan perkiraan produksi,luas lahan dan alih guna lahan bersama 

petani tebu. 
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2. Mengelola lahan bersama petani untuk ditanami tebu. 

3. Turut serta menjagakeamanan tebu bersama-sama dengan petani. 

4. Memberikan bimbingan kepada petani, meliputi: 

a. Memberikan bimbingan teknis budaya, antara lain dalam bentuk 

demoplot sebagai kebun peraga dengan pola laku (latihan dan 

kunjungan). 

b. Menyelenggarakan forum temu kemitraan di tingkat pabrik gula dan 

wilayah minimal satu bulan sekali (di luar masa giling) dan dua kali 

sebulan (dalam masa giling) guna membahas program kerja dan 

mensosialisasikan peraturan-peraturan. 

c. Mengadakan pelatihan-pelatihan tentang budidaya tanaman, 

rendemen, proteksi tanaman dan pelaksanaan tebang akngkut (panen). 

5. Menberikan jaminan pendapatan minimal petani (JPMP) kepada petani 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

6. Memberikan pinjaman modal kerja (kredit) yang meliputi : 

a. Membantu proses pengajuan kredit (termasuk kelengkapan 

administrasi) sampai dengan penyaluran secara bertahap/ sesuai 

kebutuhan. 

b. Mengelola kredit sesuai kuasa petani dan koperasi serta menjamin 

kelancaran pengembaliannya kepada bank. Dalam hal ini, pabrik gula 

bertindak sebagai availis. 
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c. Memberikan/mengusahakan pinjaman untuk biaya garap dan 

pembelian pupuk karena keterlambatan pencairan kredit serta 

tambahan biaya garap. 

7. Menyediakan sarana roduksi, diantaranya : 

a. Menyediakan bibit varietas unggul berjenjang sejak KPBU (kebun 

bibit pokok utama), KBP (kebun bibit pokok), KBN (kebun bibit 

nenek), KBI (kebun bibit induk) dan KBD (Kebun bibit datar). 

b. Memberikan bantuan analisa kemasakan, pengendalian hama/penyakit 

jasa traktor pengolahan tanah dengan biaya ringan. 

c. Mengupayakan tersedianya pupuk. 

8. Bertindak sebagai avalis ( penjamin dana). 

9. Membagi hasil produksi gula kepada petani sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

10. Menggiling seluruh hasil produksi tanaman tebu yang dihasilkan dari 

kemitraan. 

11. Menanggung rugi apabila harga tebu di bawah JPMP. 

12. Menyerahkan selisih lebih apabila harga lebih dari JPMP. 

13. Membantu di dalam penarikan retribusi resmi lainnya. 

4.3  Analisis Data 

4.3.1 Analisis Bentuk Kemitraan dan Kerjasama Petani Tebu dan Pabrik 

Gula Toelangan. 

Apabila dilihat dari 5 sistem kemitraan dan kerjasama antara pabrik gula 

dan petani tebu yang telah dibahas sebelumnya ( di Bab 2) dibandingkan dengan 
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keadaan yang ada, di PG Toelangan ini menerapkan 2 sistem kemitraan dan 1 

sistem kerjasama dengan petani tebu. Sistem kerjasama dan sistem kemitraan ini 

dilakukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh PG Toelangan 

dengan petani tebu yang sudah dilakukan secara terus-menerus hingga saat ini.  

Bentuk kemitraan dan kerjasama yang dilakukan oleh petani dan pabrik gula 

Toelangan diantaranya adalah sebagai berikut : 

4.3.1.1 Kemitraan Tebu Rakyat Mandiri 

Berdasarkan data dilapangan, pada bentuk kerjasama tebu rakyat mandiri, 

tebu dikembangkan oleh petani secara swadaya melalui modal sendiri dengan 

bimbingan teknis dan pengolahan hasilnya oleh pabrik gula yang menjadi 

perusahaan mitra. Jadi berdasarkan perjanjian kemitraan yang ada, petani wajib 

menggilingkan tebunya kepada pabrik gula dengan sistem bagi hasil. Agar 

lebih memahami bagaimana proses kemitraan Tebu rakyat Mandiri yang 

diterapakan oleh petani tebu dan pabrik gula Toelangan, dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini: 
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               Gambar 4.1 Alur Sistem Kemitraan Tebu Rakyat Mandiri                              

PABRIK GULA TOELANGAN
DIREKSI 

PTPN X
PEMBELIPETANI TEBU

Divisi Tanaman Divisi GudangDivisi Produksi Divisi Akuntansi

Membuat perjanjian 

tertulis kemitraan dg 

PG

Menyetujui 

perjanjian dan 

melengkapi 

persyaratan

Mendapat bimbingan 

budidaya tebu dari 

petani

Mengolah lahan dan 

melakukan budidaya 

tebu dg modal sendiri

Setelah tebu siap panen 

melakukan konfirmasi ke 

PG

Mendapat bantuan 

menejemen tebang 

agkut dari PG dan 

mengawasi 

pelaksanaannya

Tebu hasil budidaya 

digiling agar menjadi 

gula di PG sesuai 

perjanjian 

Menerima bagi hasil atas 

gula yg sudah jadi

Menerima gula 10% dari 

bagi hasil dan sisa gula 

akan dilelang bersama 

gula milik PG

Melakukan kesepakatan 

dengan pembeli melalui 

PG sebagai perantara

Setelah proses 

pelelangan gula telah 

terjadi kesepakan, maka 

akan menerima uang 

dari penjualan gulanya

Mulai 

Selesai 

Mulai Mulai Mulai Mulai 

Membuat 

perjanjian tertulis 

kemitraan  dg 

petani

Menerima & 

menyetujui 

perjanjian

Memberikan 

bimbingan kpd 

petani

Mengawasi 

pelaksanaan 

budidaya tebu

Menerima 

konfirmasi & 

Memberikan 

menejemen 

tebang angkut 

saat tebu siap 

penen

Melakukan 

pengecekan 

kualitas tebu saat 

digiling di divisi 

produksi

Selesai 

Menerima tebu 

dari menejemen 

tebang angkut

Menggiling tebu & 

melakukan 

pengecekan 

rendemen

Setelah tebu 

menjadi gula, 

maka akan 

melakukan 

pengepakan ke 

dalam karung gula

Menyimpan gula 

ke dalam gudang 

milik PG

Selesai 

Menerima gula 

dari divisi produksi

Melakukan 

pencatatan gula 

yg masuk gudang

Memberikan 

konfirmasi ke divisi 

akuntansi untuk 

dihitung bagi 

hasilnya

Menyerahkan gula 

10% milik petani 

berdasarkan bagi 

hasil

Menyerahkan gula 

berdasarkan hasil 

pelelangan dg 

pembeli

Melakukan 

pencatatan atas 

keluarnya gula 

dari gudang

Selesai 

Menerima 

konfirmasi dari 

divisi gudang

Melakukan 

pengecekan gula 

kembali

Menghitungkan 

bagi hasil milik PG 

& petani

Membuat surat 

pengambilan gula 

10% milik petani 

berdasarkan bagai 

hasil

Selesai 

Mulai Mulai 

Menerima 

konfirmasi dari PG

Memberikan 

konfirmasi ke 

direksi bahwa gula 

siap untuk di 

lelang

Menyediakan fasilitas 

untuk pelelangan gula

Mengadakan 

pelelangan bersama 

dg petani & pembeli

Setelah terjadi 

kesepakatan, akan 

menerima 

pembayaran atas 

pelelangan

Menerbitkan surat 

pengambilan gula 

untuk pembeli

Menghitungkan 

bagian milik PG & 

petani berdasarkan 

bagi hasil

Memberikan bagian 

milik penati melalui 

PG

Melakukan 

pencatatan & posting 

buku besar

Selesai 

Melakukan 

pelelangan & 

kesepakatan dg 

petani & PG

Melakukan 

pembayaran sesuai 

kesepakatan

Mendapatkan surat 

pengambilan gula dari 

direksi

Mengambil gula ke 

PG

Menerima gula dari 

PG

Selesai 
Menerima uang 

hasil lelang dr 

direksi & 

membagikannya 

kepada petani

Sumber : Data diolah 2015 
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 Berdasarkan gambar 4.1 dapat diketahui bahwa sistem kemitraan ini 

memiliki 3 alur yang mendasar, yaitu alur perjanjian, pengolahan, dan bagi hasil. 

Sistem kemitraan tebu rakyat mandiri ini di awali dengan adanya  perjanjian 

antara petani tebu dan pabrik gula Toelangan. Perjanjian ini dibuat oleh direksi 

dan telah mendapat persetujuan dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR), hingga 

saat ini perjanjian itulah yang dijadikan sebagai dasar aturan dalam melakukan 

hubungan kemitraan. Pabrik gula Toelangan dan petani tebu membuat surat 

perjanjian hitam diatas putih yang kemudian disepakati oleh pihak petani tebu. 

Setelah itu, petani akan melengkapi persyaratan yang harus dilakukan berdasarkan 

perjanjian tersebut. Setelah semua persyaratan telah selesai, maka pabrik gula 

akan mengadakan pertemuan guna umtuk memberikan bimbingan teknik. 

 Alur yang ke-2 yaitu alur pengolahan diawali dengan pemberian bimbingan 

teknik pabrik gula kepada petani tebu. Bimbingan teknik ini bertujuan agar tebu 

yang dihasilkan memiliki kualitas yang bagus, bimbingan ini meliputi teknik 

pengolahan lahan sebelum masa tanam,  teknik penanaman bibit, teknik 

pemupukan, serta teknik pengairanya. Dalam sistem kemitraan tebu rakyat 

mandiri ini modal yang digunakan untuk budidaya tebu berasal dari swadaya 

petani sendiri. Untuk proses budidaya tebu semua diserahkan kepada petani, tetapi 

disini pabrik gula  juga ikut mengawasi pelaksanaannya. Setelah tebu siap panen, 

petani tebu memberikan konfirmasi kepada pabrik gula Toelangan, dari pihak 

pabrik gula kemudian akan memberikan bantuan memejemen tebang angkut. 

Menejemen tebang angkut ini bertujuan untuk memperoleh tebu yang optimal saat 

proses penggilingan. Karena setelah ditebang, maksimal 24 jam tebu harus 
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digiling untuk memperolah rendemen yang bagus. Pabrik gula berperan penting 

dalam proses penggilingan tebu menjadi gula, karena pabrik gula merupakan 

pihak yang menyediakan jasa giling tebu tersebut. Setelah tebu digiling dan 

menghasilkan gula, kemudian pabrik gula akan menghitung berapa presentase 

bagi hasilnya berdasarkan rendemen yang ada pada tebu yang telah digiling, 10% 

dari bagi hasil milik petani akan dibagikan dalam bentuk gula dan sisanya akan 

dilelang bersama-sama dengan bagi hasil milik pabrik gula. Rendemen adalah 

kandungan gula yang sudah diekstrak, jadi rendemen itu adalah kadar gula yang 

ada ditebu yang bisa diekstrak. Rendemen itu nomalnya bisa sampai 12% dari 

berat tebu (Suyono, Wawancara). Setelah digiling rendemen dalam tebu barulah 

dapat diketahui. Rendeman inilah yang digunakan sebagai ukuran dalam bagi 

hasilnya. Sementara itu gula tersebut akan disimpan di gudang milik pabrik gula 

sampai terlaksananya lelang.  

 Alur yang ke-3 adalah  alur bagi hasil, hasil pengolahan dari tebu menjadi 

gula inilah yang akan menentukan bagi hasilnya. Setelah tebu sudah menjadi gula, 

maka pihak pabrik gula akan mengkonfirmasi direksi PTPN X agar lelang dapat 

segera dilaksanakan. Pihak direksi hanya memberikan fasilitas agar pelelangan 

dapat terlaksana, sedangkan untuk proses pelelangan sampai proses penentuan 

harga gula diserahkan kepada petani dan pihak ketiga selaku pihak yang membeli 

gula, tetapi pabrik gula juga ikut mengawasi proses pelelangan tersebut sampai 

terjadi  kesepakatan lelang antara petani dan pembeli. Pihak pembeli akan 

membayarkan atas pembelian gula berdasarkan hasil lelang kepada pihak direksi. 

Uang hasil penjualan itulah yang kemudian menjadi pendapatan yang diterima 
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oleh pabrik gula dan petani yang pembagiannya berdasarkan bagi hasil yang telah 

ditentukan. Sesuai dengan surat Direksi No. XX-22100/11.007 tanggal 9 Mei 

2011 tentang bagi hasil petani dengan pabrik gula adalah sebagai berikut: 

a. Rendemen 6% Bagi Hasil antara PTPN X dengan Petani adalah 34% : 

66%. 

b. Rendemen > 6% s/d7% selebihnya bagi hasil antara PTPN X dengan 

Petani adalah 30% : 70%. 

c. Rendemen > 7% s/d 8% selebihnya bagi hasil antara PTPN dengan Petani 

adalah 25% : 75% 

d. Rendemen > 8% dst selebihnya bagi hasil antara PTPN dengan Petani 

adalah 20% : 80% 

e. Tambahan hasil tetes petani sebesar 3 kg per kuintal tebu. 

 Saat proses pengambilan gula yang masih berada di gudang, dalam 

pelayanan pengambilan gula tersebut pabrik gula juga memberikan bantuan dalam 

penghitungan dan administrasinya. Selain itu pabrik gula juga mengawasi proses 

pengambilan gula agar tidak terjadi kesalahan. Seperti itulah mekanisme 

kemitraan tebu rakyat mandiri yang dilakukan oleh petani tebu dan juga pabrik 

gula Toelangan. 

 Salah satu karakter PPN adalah general yang berarti bahwa PPN 

dikenakan terhadap semua barang (termasuk jasa). Atas dasar itulah maka objek 

PPN tidak hanya barang tetapi bisa juga dikenakan dalam bentuk jasa. Pada 

prinsipnya semua Jasa merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang berarti semuanya 

jasa dikenakan PPN, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN 
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(Mardiasmo, 2006, hal.297). UU PPN dan PPnBM Nomor 42 Tahun 2009, 

pengecualian pengenaan PPN diatur pada pasal 4A dan 16B. Selama suatu barang 

dan/ jasa tidak termasuk dalam daftar pengecualian tersebut maka atas barang dan/ 

jasa termasuk dalam kategori BKP dan/ JKP sehingga terutang pajak pertambahan 

nilai didalamnya. 

PPN atas jasa giling tidak secara spesifik disebutkan dalam Undang-Undang 

PPN Nomor 42 Tahun 2009. Tetapi, karena jasa giling tersebut tidak termasuk 

negative list atau kelompok jasa yang dikecualikan untuk dikenakan PPN 

sebagaimana diatur dalam UU PPN dan PPnBM maka atas jasa giling tebu diatur 

dalam SE Dirjen Pajak Nomor: 23/PJ.51/2000 tentang PPN atas Penyerahan Gula 

Pasir Bagian Petani Musim Giling 2000. Berdasarkaan SE Dirjen Pajak tersebut, 

pembebanan PPN jasa giling tebu berada pada petani, yaitu sebasar 10% yang 

nilainya termasuk dalam bagi hasil yang diterima oleh pabrik gula. Atas PPN 

tersebut wajib dipungut oleh pihak yang melakukan penyerahan jasa, dalam hal 

ini adalah pabrik gula selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan Surat 

Edaran Dirjen Pajak tersebut dapat diketahui bahwa atas bagi hasil yang diterima 

oleh pabrik gula sebesar 34% sudah termasuk 10% PPN jasa giling. Jadi dalam 

pembagian bagi hasil sebesar 34% didalamnya terutang PPN 10% atas jasa giling 

tebu yang harus disetorkan kepada kas negara. 
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Agar  lebih memahami PPN atas jasa giling tebu, berikut ilustrasi perlakuan 

akuntansinya : 

 

Bapak Rochim merupakan petani tebu yang menjalin kemitraan tebu rakyat 

mandiri dengan pabrik gula Toelangan. Beliau memiliki lahan seluas 8,828 Ha 

yang dapat ditanami tebu. Dari lahan tersebut dapat menghasilkan kurang lebih 

sebesar 2.000 ton tebu. Ternyata setelah digiling dapat diketahui bahwa tebu 

tersebut memiliki rendemen antara 6-7 %.  

Artinya dalam satu kuintal tebu dapat menghasilkan 7 kg gula, maka dari 

lahan sebesar 8,828 dapat menghasilkan sebesar 20.000 kw tebu. Karena satu 

kuintal tebu menghasilkan 7kg gula, maka gula yang dihasilkan dari lahan 

tersebut sebesar 140.000 kg. Sebesar  10% dari gula milik petani tersebut akan 

dibagikan kepada petani dalam bentuk gula dan sisanyaakan dilelang. Jika 

setelah adanya proses lelang terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 8.000,- per 

kg, dengan rendemen 6-7%, maka presentase bagi hasil berdasarkan 

ketentuannya yaitu 30% untuk pabrik gula Toelangan dan 70% untuk bapak 

Rochim selaku petani tebu.  

Berikut perhitungannya: 

Gula yang dihasilkan = 140.000 kg 

Untuk PG   = 140.000 kg x 30% = 42.000 kg 

Untuk petani   = 140.000 kg x 70% = 98.000 kg 

10% dari 98.000 kg akan dibagikan pabrik gula kepada petani berupa gula. 

10% x 98.000kg  = 9.800 kg  
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Pabrik gula mendapat bagi hasil sebesar  = 42.000 kg x Rp. 8.000,-  

      = Rp.336.000.000 ,-  

Petani tebu mendapat bagi hasil sebesar  = (98.000kg–9.800 kg) x Rp 8.000,- 

      = Rp. 705.600.000,- 

Semua Jasa merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang berarti semuanya jasa 

dikenakan PPN, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN No 42 

Tahun 2009. Karena jasa giling tebu tidak termasuk jasa yang dikecualikan, 

maka jasa giling tebu tetap dikenakan PPN sebesar 10%. Hal tersebut 

didukung oleh Surat Edaran Dirjen Pajak. Berdasarkan SE Dirjen Pajak 

tersebut dapat diketahui bahwa atas bagi hasil yang diterima oleh pabrik gula 

sebesar 34% sudah termasuk 10% PPN jasa giling. Jadi dalam pembagian 

bagi hasil sebesar 34% didalamnya terutang PPN 10% atas jasa giling tebu 

yang harus disetorkan kepada kas negara. 

Jadi pendapatan atas penjualan gula yang di terima pabrik gula atas bagi hasil 

sebesar Rp.336.000.000 ,- didalamnya mengandung PPN yang harus 

dikeluarkan untuk negara. 

Pencatatan atas penerimaan bagi hasil atas penjualan tunai dilakukan dengan 

mendebit perkiraan kas dan mengkredit perkiraan penjualan dan Pajak 

Keluaran-nya. 

 

Kas / Bank  336.000.000 

  Penjualan  302.400.000  

  PPN (keluaran)   33.600.000 
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Pencatatan saat penyetoran ke negara dilakukan dengan mendebit Pajak 

Keluaran dan mengkredit perkiraan kas-nya. 

 

PPN (keluaran)  33.600.000 

Kas / Bank  33.600.000  

  

Karena adanya PPN atas jasa giling tebu sebesar Rp. 33.600.000 yang harus 

dikeluarkan, maka besarnya pendapatan Pabrik Gula Toelangan yang diterima 

atas penjualan gula menjadi RP. 302.400.000,- dengan berkurangnya 

pendapatan atas penjualan gula, maka jumlah kas perusahaan akan semakin 

kecil. Hal ini sangat memberatkan  pabrik gula. 

 Akan tetapi pada kenyataannya pihak pabrik gula tidak pernah dan tidak 

mau apabila jasa giling tebu dikenakan PPN. Pihak pabrik gula beranggapan 

bahwasanya tebu yang dihasilkan atas kemitraan ini bukan sepenuhnya milik 

petani tebu, pabrik gula juga memiliki hak atas kepemilikan tebu tersebut. Karena 

disini antara petani tebu dan pabrik gula menjalin hubungan kemitraan, yang 

mana pembudidayaannya dilakukan bersama-sama dan pembagian keuntungannya 

berupa bagi hasil. Jadi apabila dilihat menurut prosesnya, jasa giling tebu ini 

sangatlah berbeda dengan jasa giling padi. Seperti yang dipaparkan oleh bapak 

Zahrudin Ma’ruf selaku Kepala Devisi Pajak: 

“Pabrik gula sangat keberatan atas adanya PPN jasa giling tebu apabila 

penggilingan tebu menjadi gula dipersamakan dengan penggilingan padi.  

Jadi kami menolak terhadap pemungutan PPN atas jasa giling 

tersebut....”(wawancara, 18 Maret 2015) 
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4.3.1.2 Kemitraan Tebu Rakyat Murni 

Pada bentuk kerjasama murni, tebu dikembangkan oleh petani dengan 

memanfaatkan fasilitas kredit dari bank memalui pabrik gula. Dalam hal ini, 

pabrik akan berperan sebagai avalis (penjamin dana) atas program kredit melalui 

bank. Akan tetapi petani tebu berkewajiban untuk mengembalikan kredit tersebut 

berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Agar lebih memahami 

bagaimana proses kemitraan Tebu rakyat murni, dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini: 
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                                  Gambar 4.2 Alur Sistem Kemitraan Tebu Rakyat Murni                                                                      
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Sumber : Data diolah, 2015
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 Berdasarkan gambar 4.2 dapat diketahui bahwa sistem kemitraan ini 

memiliki 3 alur yang mendasar, yaitu alur perjanjian, pengolahan, dan bagi hasil. 

Sistem kemitraan tebu rakyat murni ini di awali dengan adanya  perjanjian antara 

petani tebu dan pabrik gula Toelangan. Perjanjian ini dibuat oleh direksi dan telah 

mendapat persetujuan dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR), hingga saat ini 

perjanjian itulah yang dijadikan sebagai dasar aturan dalam melakukan hubungan 

kemitraan. Pabrik gula Toelangan dan petani tebu membuat surat perjanjian hitam 

diatas putih yang kemudian disepakati oleh pihak petani tebu. Setelah itu, petani 

akan melengkapi persyaratan yang harus dilakukan berdasarkan perjanjian 

tersebut. Dalam perjanjian ini pihak petani tebu meminta bantuan kredit kepada 

pabrik gula atas modal yang akan di gunakan untuk budidaya tebu. Pihak pabrik 

gula disini berperan sebagai avalis atau pihak yang menjamin dana , jadi modal 

yang didapat sebenarnya merupakan pinjaman dari bank. Setelah semua 

persyaratan telah selesai, maka pabrik gula akan mengadakan pertemuan guna 

umtuk memberikan bimbingan teknik. 

 Alur yang ke-2 yaitu alur pengolahan diawali dengan pemberian bimbingan 

teknik pabrik gula kepada petani tebu. Bimbingan teknik ini bertujuan agar tebu 

yang dihasilkan memiliki kualitas yang bagus, bimbingan ini meliputi teknik 

pengolahan lahan sebelum masa tanam,  teknik penanaman bibit, teknik 

pemupukan, serta teknik pengairanya. Untuk proses budidaya tebu semua 

diserahkan kepada petani, tetapi disini pabrik gula  juga ikut mengawasi 

pelaksanaannya. Setelah tebu siap panen, petani tebu memberikan konfirmasi 

kepada pabrik gula Toelangan, dari pihak pabrik gula kemudian akan memberikan 
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bantuan memejemen tebang angkut. Menejemen tebang angkut ini bertujuan 

untuk memperoleh tebu yang optimal saat proses penggilingan. Karena setelah 

ditebang, maksimal 24 jam tebu harus digiling untuk memperolah rendemen yang 

bagus. Pabrik gula berperan penting dalam proses penggilingan tebu menjadi gula, 

karena pabrik gula merupakan pihak yang menyediakan jasa giling tebu tersebut. 

Setelah tebu digiling dan menghasilkan gula, kemudian pabrik gula akan 

menghitung berapa presentase bagi hasilnya berdasarkan rendemen yang ada pada 

tebu yang telah digiling, 10% dari bagi hasil milik petani akan dibagikan dalam 

bentuk gula dan sisanya akan dilelang bersama-sama dengan bagi hasil milik 

pabrik gula. Rendemen adalah kandungan gula yang sudah diekstrak, jadi 

rendemen itu adalah kadar gula yang ada ditebu yang bisa diekstrak. Rendemen 

itu nomalnya bisa sampai 12% dari berat tebu (Suyono, Wawancara). Setelah 

digiling rendemen dalam tebu barulah dapat diketahui. Rendeman inilah yang 

digunakan sebagai ukuran dalam bagi hasilnya. Sementara itu gula tersebut akan 

disimpan di gudang milik pabrik gula sampai terlaksananya lelang.  

 Alur yang ke-3 adalah  alur bagi hasil, hasil pengolahan dari tebu menjadi 

gula inilah yang akan menentukan bagi hasilnya. Setelah tebu sudah menjadi gula, 

maka pihak pabrik gula akan mengkonfirmasi direksi PTPN X agar lelang dapat 

segera dilaksanakan. Pihak direksi hanya memberikan fasilitas agar pelelangan 

dapat terlaksana, sedangkan untuk proses pelelangan sampai proses penentuan 

harga gula diserahkan kepada petani dan pihak ketiga selaku pihak yang membeli 

gula, tetapi pabrik gula juga ikut mengawasi proses pelelangan tersebut sampai 

terjadi  kesepakatan lelang antara petani dan pembeli. Pihak pembeli akan 



91 
 

 
 

membayarkan atas pembelian gula berdasarkan hasil lelang kepada pihak direksi. 

Uang hasil penjualan itulah yang kemudian menjadi pendapatan yang diterima 

oleh pabrik gula dan petani yang pembagiannya berdasarkan bagi hasil yang telah 

ditentukan. Sesuai dengan surat Direksi No. XX-22100/11.007 tanggal 9 Mei 

2011 tentang bagi hasil petani dengan pabrik gula adalah sebagai berikut: 

a. Rendemen 6% Bagi Hasil antara PTPN X dengan Petani adalah 34% : 

66%. 

b. Rendemen > 6% s/d7% selebihnya bagi hasil antara PTPN X dengan 

Petani adalah 30% : 70%. 

c. Rendemen > 7% s/d 8% selebihnya bagi hasil antara PTPN dengan Petani 

adalah 25% : 75% 

d. Rendemen > 8% dst selebihnya bagi hasil antara PTPN dengan Petani 

adalah 20% : 80% 

e. Tambahan hasil tetes petani sebesar 3 kg per kuintal tebu. 

 Karena modal petani berasal dari kredit, maka uang bagi hasil milik petani 

akan dipotong untuk melunasi utangnya, kemudiaan sisanya akan diberikan 

kepada petani. Saat proses pengambilan gula yang masih berada di gudang, dalam 

pelayanan pengambilan gula tersebut pabrik gula juga memberikan bantuan dalam 

penghitungan dan administrasinya. Selain itu pabrik gula juga mengawasi proses 

pengambilan gula agar tidak terjadi kesalahan. Seperti itulah mekanisme 

kemitraan tebu rakyat murni yang dilakukan oleh petani tebu dan juga pabrik gula 

Toelangan. 
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 Salah satu karakter PPN adalah general yang berarti bahwa PPN 

dikenakan terhadap semua barang (termasuk jasa). Atas dasar itulah maka objek 

PPN tidak hanya barang tetapi bisa juga dikenakan dalam bentuk jasa. Pada 

prinsipnya semua Jasa merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang berarti semuanya 

jasa dikenakan PPN, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN 

(Mardiasmo, 2006, hal.297). dalam UU PPN dan PPnBM Nomor 42 Tahun 2009, 

pengecualian pengenaan PPN diatur pada pasal 4A dan 16B. Selama suatu barang 

dan/ jasa tidak termasuk dalam daftar pengecualian tersebut maka atas barang dan/ 

jasa termasuk dalam kategori BKP dan/ JKP sehingga terutang pajak pertambahan 

nilai didalamnya. 

PPN atas jasa giling tidak secara spesifik disebutkan dalam Undang-Undang 

PPN Nomor 42 Tahun 2009. Tetapi, karena jasa giling tersebut tidak termasuk 

negative list atau kelompok jasa yang dikecualikan untuk dikenakan PPN 

sebagaimana diatur dalam UU PPN dan PPnBM maka atas jasa giling tebu diatur 

dalam SE Dirjen Pajak Nomor: 23/PJ.51/2000 tentang PPN atas Penyerahan Gula 

Pasir Bagian Petani Musim Giling 2000. Berdasarkaan SE Dirjen Pajak tersebut, 

pembebanan PPN jasa giling tebu berada pada petani, yaitu sebasar 10% yang 

nilainya termasuk dalam bagi hasil yang diterima oleh pabrik gula. Atas PPN 

tersebut wajib dipungut oleh pihak yang melakukan penyerahan jasa, dalam hal 

ini adalah pabrik gula selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan Surat 

Edaran Dirjen Pajak tersebut dapat diketahui bahwa atas bagi hasil yang diterima 

oleh pabrik gula sebesar 34% sudah termasuk 10% PPN jasa giling. Jadi dalam 
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pembagian bagi hasil sebesar 34% didalamnya terutang PPN 10% atas jasa giling 

tebu yang harus disetorkan kepada kas negara. 

Agar  lebih memahami PPN atas jasa giling tebu, berikut ilustrasi perlakuan 

akuntansinya : 

 

Bapak Rochman merupakan petani tebu yang menjalin kemitraan tebu 

rakyat murni dengan pabrik gula Toelangan. Beliau memiliki lahan seluas 10 

Ha yang dapat ditanami tebu. Dari lahan tersebut dapat menghasilkan kurang 

lebih sebesar 2.500 ton tebu. Ternyata setelah digiling dapat diketahui bahwa 

tebu tersebut memiliki rendemen antara 6%.  

Artinya dalam satu kuintal gula dapat menghasilkan 6 kg gula, maka dari 

lahan sebesar 10 Ha dapat menghasilkan sebesar 25.000 kw tebu. Karena satu 

kuintal tebu menghasilkan 6 kg gula, maka gula yang dihasilkan dari lahan 

tersebut sebesar 150.000 kg. Karena 10% dari gula milik petani tersebut akan 

dibagikan kepada petani dalam bentuk gula dan sisanyaakan dilelang. Jika 

setelah adanya proses lelang terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 8.000,- per 

kg, dengan rendemen 6%, maka presentase bagi hasil berdasarkan ketentuannya 

yaitu 34% untuk pabrik gula Toelangan dan 66% untuk bapak Rochman selaku 

petani tebu.   

Berikut perhitungannya: 

Gula yang dihasilkan = 150.000 kg 

Untuk PG   = 150.000 kg x 34% = 51.000 kg 

Untuk petani   = 150.000 kg x 66% = 99.000 kg 
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10% dari 99.000 kg akan dibagikan pabrik gula kepada petani berupa gula. 

10% x 99.000 kg    = 9.900 kg  

Pabrik gula mendapat bagi hasil sebesar  = 51.000 kg x Rp. 8.000,-  

      = Rp.408.000.000,-  

Petani tebu mendapat bagi hasil sebesar  = (99.000 kg–9.900 kg) x Rp 8.000,- 

      = Rp.712.800.000,- 

Semua Jasa merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang berarti semuanya jasa 

dikenakan PPN, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN No 42 

Tahun 2009. Karena jasa giling tebu tidak termasuk jasa yang dikecualikan, 

maka jasa giling tebu tetap dikenakan PPN sebesar 10%. Hal tersebut 

didukung oleh Surat Edaran Dirjen Pajak. Berdasarkan SE Dirjen Pajak 

tersebut dapat diketahui bahwa atas bagi hasil yang diterima oleh pabrik gula 

sebesar 34% sudah termasuk 10% PPN jasa giling. Jadi dalam pembagian 

bagi hasil sebesar 34% didalamnya terutang PPN 10% atas jasa giling tebu 

yang harus disetorkan kepada kas negara. Jadi dapat pendapatan atas 

penjualan gula yang di terima pabrik gula atas bagi hasil sebesar 

Rp.408.000.000,- didalamnya mengandung PPN yang harus dikeluarkan. 

Pencatatan atas penerimaan bagi hasil atas penjualan tunai dilakukan dengan 

mendebit perkiraan kas dan mengkredit perkiraan penjualan dan Pajak 

Keluaran-nya. 

Kas / Bank  408.000.000 

  Penjualan  367.200.000  

  PPN (keluaran)   40.800.000 
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Pencatatan saat penyetoran ke negara dilakukan dengan mendebit Pajak 

Keluaran dan mengkredit perkiraan kas-nya. 

PPN (keluaran)  40.800.000 

Kas / Bank  40.800.000    

Karena adanya PPN atas jasa giling tebu sebesar Rp.40.800.000 yang 

harus dikeluarkan, maka besarnya pendapatan yang diterima Pabrik Gula 

Toelangan atas penjualan gula menjadi RP. 367.200.000, dengan 

berkurangnya pendapatan tersebut, maka jumlah kas perusahaan akan semakin 

kecil. Hal ini sangat memberatkan pihak pabrik gula. 

Akan tetapi pada kenyataannya pihak pabrik gula tidak pernah dan tidak 

mau apabila jasa giling tebu dikenakan PPN. Pihak pabrik gula beranggapan 

bahwasanya tebu yang dihasilkan atas kemitraan ini bukan sepenuhnya milik 

petani tebu, pabrik gula juga memiliki hak atas kepemilikan tebu tersebut. 

Karena disini antara petani tebu dan pabrik gula menjalin hubungan kemitraan, 

yang mana pembudidayaannya dilakukan bersama-sama dan pembagian 

keuntungannya berupa bagi hasil. Jadi apabila dilihat menurut prosesnya, jasa 

giling tebu ini sangatlah berbeda dengan jasa giling padi. Seperti yang 

dipaparkan oleh bapak Zahrudin Ma’ruf selaku Kepala Devisi Pajak: 

“Karena tebu itu bukan sepenuhnya milik petani, tetapi pabrik juga 

memiliki nak atas tebu. Jadi tebu tersebut adalah milik berdua karena 

diantara petani dan pabrik gula melakukan kerjasama usaha atau 

kemitraan yang porosesnya cukup panjang...”(wawancara, 18 Maret 

2015) 
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4.3.1.3 Sistem Kerjasama Sewa Lahan  

Di pabrik gula Toelangan sistem kerjasama usaha sudah tidak digunakan lagi. 

Mereka mengganti sistim kemitraan ini dengan sistem sewa lahan. Tetapi dalam 

sistem sewa lahan ini, antara petani tebu dan pabrik gula tidak memiliki hubungan 

spesial seperti yang terjalin dengan sistem kemitraan, karena pihak petani tidak 

ikut andil dalam membudidayakan tanaman tebu. Petani hanya menyewakan lahan 

kepada pabrik gula, sedangkan semua proses budidaya tebu dilakukan oleh pabrik 

gula. Agar lebih memahami bagaimana proses kerjasama dengan sistem sewa 

lahan yang dilakukan oleh petani dan pabrik gula, dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini: 
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                    Gambar 4.3 Alur Sistem Kerjasama Sewa Lahan                                    
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Sumber : Data diolah 2015 
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 Berdasarkan gambar 4.3 dapat diketahui bahwa sistem kerjasama ini hanya 

memiliki 2 alur yang mendasar, yaitu alur perjanjian dan pengolahan. Sistem sewa 

lahan ini di awali dengan adanya  perjanjian antara petani tebu dan pabrik gula 

Toelangan. Perjanjian ini dibuat oleh direksi dan telah mendapat persetujuan dari 

Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR), hingga saat ini perjanjian itulah yang 

dijadikan sebagai dasar aturan dalam melakukan hubungan kemitraan. Pabrik gula 

Toelangan dan petani tebu membuat surat perjanjian hitam diatas putih yang 

kemudian disepakati oleh pihak petani tebu. Setelah itu, petani akan melengkapi 

persyaratan yang harus dilakukan berdasarkan perjanjian tersebut. Dalam 

perjanjian ini pihak petani tebu akan menerima uang sewa atas lahan yang disewa 

oleh pabrik gula. 

 Alur yang ke-2 yaitu alur pengolahan diawali pengolahan lahan sebelum 

masa tanam. Untuk proses budidaya tebu semua dilakukan oleh pabrik gula, 

petani tebu tidak ikut berperan dalam proses budidaya. Setelah tebu siap panen, 

pabrik gula segera melakukan tebang akngut. Menejemen tebang angkut ini 

bertujuan untuk memperoleh tebu yang optimal saat proses penggilingan. Karena 

setelah ditebang, maksimal 24 jam tebu harus digiling untuk memperolah 

rendemen yang bagus. Setelah tebu digiling dan menghasilkan gula, kemudian 

gula akan dilelang melalui perantara direksi. Rendemen adalah kandungan gula 

yang sudah diekstrak, jadi rendemen itu adalah kadar gula yang ada ditebu yang 

bisa diekstrak. Rendemen itu nomalnya bisa sampai 12% dari berat tebu (Suyono, 

Wawancara). Setelah digiling rendemen dalam tebu barulah dapat diketahui. 

Sementara itu gula tersebut akan disimpan di gudang milik pabrik gula sampai 
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terlaksananya lelang. Hasil lelang inilah yang akan menjadi pendapatan pabrik 

gula. Seperti itulah mekanisme kerjasama sewa lahan yang dilakukan oleh petani 

tebu dan juga pabrik gula Toelangan. 

 Salah satu karakter PPN adalah general yang berarti bahwa PPN 

dikenakan terhadap semua barang (termasuk jasa). Atas dasar itulah maka objek 

PPN tidak hanya barang tetapi bisa juga dikenakan dalam bentuk jasa. Pada 

prinsipnya semua Jasa merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang berarti semuanya 

jasa dikenakan PPN, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN 

(Mardiasmo, 2006, hal.297). dalam UU PPN dan PPnBM Nomor 42 Tahun 2009, 

pengecualian pengenaan PPN diatur pada pasal 4A dan 16B. Selama suatu barang 

dan/ jasa tidak termasuk dalam daftar pengecualian tersebut maka atas barang dan/ 

jasa termasuk dalam kategori BKP dan/ JKP sehingga terutang pajak pertambahan 

nilai didalamnya. 

PPN atas jasa giling tidak secara spesifik disebutkan dalam Undang-Undang 

PPN Nomor 42 Tahun 2009. Tetapi, karena jasa giling tersebut tidak termasuk 

negative list atau kelompok jasa yang dikecualikan untuk dikenakan PPN 

sebagaimana diatur dalam UU PPN dan PPnBM maka atas jasa giling tebu diatur 

dalam SE Dirjen Pajak Nomor: 23/PJ.51/2000 tentang PPN atas Penyerahan Gula 

Pasir Bagian Petani Musim Giling 2000. Pihak pajak tetap mengenakan PPN atas 

jasa giling ini kerena menurut mereka lahan yang digunakan untuk budidaya 

adalah milik petani, jadi sistem sewa ini juga dijadikan objek PPN atas jasa 

gilingnya (Zahrudin Ma’ruf, wawancara). 
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Agar  lebih memahami PPN atas jasa giling tebu, berikut ilustrasi perlakuan 

akuntansinya : 

Bapak Rachmat merupakan petani tebu yang menjalin kerjasama sistem 

sewa lahan dengan pabrik gula Toelangan. Beliau memiliki lahan seluas 15 Ha 

yang dapat ditanami tebu. Dari lahan tersebut dapat menghasilkan kurang lebih 

sebesar 3.000 ton tebu. Berdasarkan kesepakatan 1 Ha lahan milik petani 

mendapat uang sewa sebesar Rp. 15.000.000,-. 

Artinya jika memiliki 15 Ha lahan dan tiap 1 Ha diberi harga sewa Rp. 

15.000.000,- maka uang sewa yang diterima petani sebesar Rp.225.000.000,-. 

Ternyata gula milik petani tersebut memiliki rendemen sebesar 7%. Jadi dalam 

1 Kw tebu dapat menghasilkan 7 kg gula. Setelah adanya proses lelang terjadi 

kesepakatan harga sebesar Rp. 8.000,- per kg,  

Berikut perhitungannya: 

  Tebu yang dihasilkan = 3.000 ton = 30.000 Kw 

Gula yang dihasilka  = 30.000 x 7 = 210.000 Kg  

Penjualan gula  = 210.000 Kg x Rp. 8.000,- 

    = Rp 1.680.000.000,- 

Semua Jasa merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang berarti semuanya jasa 

dikenakan PPN, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN No 42 

Tahun 2009. Karena jasa giling tebu tidak termasuk jasa yang dikecualikan, 

maka jasa giling tebu tetap dikenakan PPN sebesar 10%. Jadi dapat 

pendapatan atas penjualan gula yang di terima pabrik gula atas bagi hasil 
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sebesar Rp 1.680.000.000,- didalamnya mengandung PPN yang harus 

dikeluarkan untuk negara. 

Pencatatan atas penerimaan penjualan tunai dilakukan dengan mendebit 

perkiraan kas dan mengkredit perkiraan penjualan dan Pajak Keluaran-nya. 

Kas / Bank  1.680.000.000 

  Penjualan  1.512.000.000  

  PPN (keluaran) 168.000.000 

Pencatatan saat penyetoran ke negara dilakukan dengan mendebit Pajak 

Keluaran dan mengkredit perkiraan kas-nya. 

PPN (keluaran)  168.000.000 

Kas / Bank  168.000.000    

Karena adanya PPN atas jasa giling tebu sebesar Rp. 168.000.000,-yang harus 

dikeluarkan, maka besarnya pendapatan Pabrik Gula Toelangan yang diterima 

atas penjualan gula menjadi RP.1.512.000.000,- dengan berkurangnya 

pendapatan atas penjualan gula, maka jumlah kas perusahaan akan semakin 

kecil. Hal ini sangat memberatkan pihak pabrik gula. 

  Akan tetapi pada kenyataannya pihak pabrik gula tidak pernah dan tidak 

mau apabila jasa giling tebu dikenakan PPN. Pihak pabrik gula beranggapan 

bahwasanya tebu yang dihasilkan atas kerjasama sewa lahan ini bukan milik 

petani tebu, semua tebu murni milik pabrik gula. Karena disini petani tebu tidak 

ikut andil dalam proses budidaya tebu, yang mana pembudidayaannya bahkan 

sampai menjadi gula sepenuhnya dilakukan sendiri oleh pabrik gula. Petani tidak 

menerima bagi hasil, tetapi petani menerima uang sewa atas lahan yang diolah 
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oleh pabrik gula. Jadi apabila dilihat menurut prosesnya, tebu yang dihasilkan 

berdasarkan kerjasama ini memang milik pabrik gula, seharusnya tidak dikenakan 

PPN jasa giling tebu. Seperti yang dipaparkan oleh bapak Zahrudin Ma’ruf selaku 

Kepala Devisi Pajak:  

“Dalam sistem sewa lahan, secara keseluruhan tebu tersebut adalah milik 

pabrik gula. Tidak tepat apabila tetap dikenakan PPN jasa giling.” 

(Wawancara, 18 Maret 2015) 

 

4.4  Analisis Laporan Keuangan Atas PPN Jasa Giling Tebu  

Semua barang dan jasa merupakan barang kena pajak dan/ jasa kena pajak, 

kecuali yang telah ditentukan oleh Undang-undang PPN. Karena jasa giling tebu 

tidak termasuk dalam negative list dalam Undang-undang PPN, maka jasa giling 

tersebut akan dikenakan pajak. Hal ini didukung oleh SE Dirjen Pajak Nomor: 

23/PJ.51/2000, berdasarkaan SE Dirjen Pajak tersebut, pembebanan PPN jasa 

giling tebu berada pada petani, yaitu sebasar 10% yang nilainya termasuk dalam 

bagi hasil yang diterima oleh pabrik gula.  

Ketika pengusaha kena pajak (PKP) melakukan penyerahan barang yang 

terutang PPN, maka PKP tersebut haruslah memungut PPN yang terutang. 

Bahkan, apabila PKP tidak memungut, PPN yang terutang tetap dianggap 

dipungut dan PKP harus tetap menyetorkannya kepada negara. Selain sebagai 

pengusaha penyedia jasa, pabrik gula juga merupakan pabrikan yang 

memproduksi gula dan menyelurkannya kepada penyalur atau pedagang. Sama 

halnya dengan jasa giling, gula juga bukan merupakan barang yang dikecualikan 

sebagai objek PPN. Oleh karena itu atas penyerahan gula penyerahan gula 
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tersebut juga terutang dan wajib dipungut oleh pihak yang melakukan penyerahan 

barang. 

Dalam industri gula terdapat dua jenis penyerahan yang terutang PPN, yaitu 

penyerahan BKP berupa gula dan produk turunan lainnya serta penyerahan JKP 

berupa jasa giling tebu. Ketentuan ini mengacu pada UU PPN dan PPnBM, selain 

itu gula dan jasa giling tidak termasuk dalam jenis barang dan jasa yang 

mendapatkan fasilitas dibebaskan maupun fasilitas terutang tidak dipungut PPN. 

Oleh karena itu, atas penyerahan jasa giling gula tersebut pabrik gula selaku 

penyedia jasa dan pihak yang menyerahkan gula wajib memungut dan 

menyetorkan PPN terutang ke kas negara. 

Melihat realita yang ada saat ini, penetapan bagi hasil yang diterima pabrik 

gula sebagai dasar pengenaan pajak atas PPN jasa giling tebu seringkali 

menimbulkan permasalahan diantara fiskus dan pelaku industri. Berdasarkan 

ketentuan, pemerintah sebagai fiskus menetapkan bahwa setiap bagi hasil pabrik 

gula dikenakan PPN jasa giling tebu. Sementara itu para pelaku industri gula 

berargumen bahwa bagi hasil yang diterima bukan semata-mata karena pemberian 

jasa giling tebu kepada petani., melainkan karena kerjasama kemitraan yang 

dilakukan. Untuk itu, secara umun para pelaku industri gula (pabrik gula) merasa 

keberatan dengan adanya pengenaan PPN atas jasa giling tebu. Keberatan tersebut 

dikarenakan dengan adanya pemungutan PPN maka bagi hasil yang diterima akan 

berkurang sebesar 10%. Berkurangnya bagi hasil yang diterima pabrik gula 

tersebut pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pendapatan pabrik gula secara 

keseluruhan. 
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Pabrik gula melakukann kerjasama kemitraan dengan petani tebu, atas 

kemiraan yang terjalin diantara mereka tersebut mereka menerima bagi hasil. 

Dalam usaha tersebut didalamnya terdapat perjanjian bagi hasil atas keuntungan 

yang akan diperoleh antara keduanya. Sistem bagi hasil dilakukan untuk tujuan 

yang saling menguntungkan. Bahkan apabila mengalami kerugian, maka kerugian 

tersebut juga akan ditanggung bersama. Penyataan ini berdasarkan apa yang telah 

dikemukakan oleh Bapak Suyono selaku Asisten Menejer Divisi Tanaman, 

berikut kutipannya : 

“Karena kita disini melakukan kerjasama bersama, maka kita melakukan 

sistem bagi hasil. Jadi apabila memperoleh keuntungan kita dapat 

merasakannya bersama, begitupula sebaliknya apabila sedang mengalami 

kerugian kita juga dapat menanggungnya bersama. Jadi tujuan dari 

sistem bagi hasil tersebut agar masing-masing pihak yang bekerjasama 

yaitu petani dan juga pabrik gula dapat melakukan tugasnya seoptimal 

mungkin agar memperoleh keuntungan yang dapat dirasakan bersama.” 

(wawancara, 26 Februari 2015). 

 

 Pabrik gula secara tegas menolak adanya pengenaan PPN atas jasa giling 

tebu. Penolakan ini tercermin dengan sikap pabrik gula selaku pelaku industri gula 

yang tidak pernah menghitung, menyetorkan, dan juga melaporkan PPN atas jasa 

giling tebu. Penyataan ini berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh Bapak 

Zahrudin Ma’ruf selaku Kepala Divisi Pajak, berikut kutipannya : 

“Pabrik gula tidak pernah menyetorkan PPN atas jasa giling tebu, PPN 

ini muncul setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak. Sejak 

adanya pemeriksaan di tahun 2001 oleh DJP, terdapat temuan hutang 

PPN atas jasa giling tebu karena pabrik gula tidak pernah menyetorkan 

PPN atas jasa giling tebunya...”(wawancara, 18 Maret 2015) 

 

Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat dalam laporan keuangan tahun 2013 PT. 

Perkebunan Nusantara X (Persero) berikut ini: 
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Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa didalam laporan posisi 

keuangan (neraca) terdapat akun “Utang Pajak” yang masuk di liabilitas atau 

kewajiban jangka pendek, hal itu karena utang pajak merupakan kewajiban yang 

diharapkan akan dibayar dalam jangka waktu satu tahun setelah tanggal neraca 

atau satu siklus operasi dengan menggunakan asset lancar.  

Hal tersebut dapat dilihat dari Laporan Keuangan Tahun 2013 PT. Perkebunan 

Nusantara X (Persero) : 

 

 

Untuk lebih mengetahui apa saja yang termasuk utang pajak yang ada di 

Laporan Posisi Keuangan (Neraca),  maka dapat dilihat pada catatan atas laporan 

keuangan seperti dibawah ini: 
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Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan tersebut, dapat diketahui pajak 

apa saja yang terutang untuk tahun 2013. Disitu terdapat sebuah pencatatan yang 

sedikit tidak wajar, yaitu adanya utang PPN jasa giling di tahun 2001. Ternyata 

PPN itu muncul setelah adanya pemeriksaan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

di tahun 2001. Hal itu membuktikan bahwasanya pabrik gula selaku pelaku bisnis 

tidak pernah membayar utang atas PPN jasa giling tersebut, karena tidak 

membayar utang PPN sehingga mereka tidak melakukan pencatatan. 

Dikutip dari penjelasan diatas, perseroan tidak melakukan pencatatan atas 

surat ketetapan tersebut dengan alasan bahwa : 

a. Hubungan kerjasama antara Perseroan dan Petani dilakukan sejak dari 

penyediaan lahan sampai dengan pemasaran hasil (gula) merupakan azas 

kemitraan (SK Mentan no.08/SK/Mentan/Bimas/X/1997). Sehingga 

penggilingan tebu petani oleh Perseroan bukan jasa yang berdiri sendiri 

seperti halnya jasa penggilingan padi. 

b. Bagi hasil yang diterima Petani bukan merupakan upah giling melainkan 

pembagian hasil kerjasama usaha. 

c. Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai pengenaan PPN 

Jasa Giling untuk tahun-tahun tersebut sudah tidak diterbitkan lagi. 
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d. Sejak tahun 2001, terdapat kesepakatan antar seluruh PTPN Gula untuk 

tidak membukukan kewajiban PPN Jasa Giling dalam Laporan Keuangan, 

karena tidak dapat diterima. 

e. Proses persidangan perkara PPN Jasa Giling antara PT Rajawali Nusantara 

Indonesia (RNI) dengan Badan Peradilan Pajak yang telah memenangkan 

PT RNI atas perkara tersebut, demikian juga yang terjadi terhadap PTPN 

XI (Persero) dalam kasus yang sama di tahun 2006. 

Menurut Undang-undang PPN N0. 42 Tahun 2009 jasa giling tebu memang 

merupakan jasa yang dikenai pajak. Hal itu karena jasa giling tebu ini memang 

tidak tercantum dalam daftar jasa yang dikecualikan dalam pengenaan PPN. 

Sebagai aturan pajak, tentu pengenaan PPN atas jasa giling ini bersifat mengikat 

dan harus dipatuhi dan ditegakkan. Pihak pabrik gula mengetahui dan memahami 

betul akan hal itu. Akan tetapi, aturan dan realita yang ada terdapat perbedaan 

yang signifikan. Pihak pajak menyamakan jasa giling padi dengan jasa giling 

tebu, tentu dalam proses diantara keduanya sangat berbeda. Seperti yang 

dikemukakan oleh Bapak Zahrudin Ma’ruf, selaku Kepala Devisi Pajak : 

“...Menurut versi pajak, jasa giling tebu itu memang diakui sebagai jasa 

kena pajak karena jasa giling tidak ada dalam negative list atau daftar 

pengecualian jasa tidak kena pajak dalam UU PPN. Jadi apabila dilihat 

dari kacamata pajak pihak kantor pajak pun benar apabila mengakui jasa 

giling tebu merupakan jasa kena pajak. Akan tetapi dalam realitanya 

penggilingan tebu itu tidak sama dengan penggilingan padi, karena 

didalam penggilingan tebu menjadi gula, disitu mengalami proses yang 

cukup panjang. Pajak mengenakan jasa giling tebu tersebut karena 

mereka mempersamakan antara penggilingan yang terjadi dari padi 

menjadi beras dan tebu menjadi gula” (wawancara , 18 Maret 2015) 

 

Setelah melihat catatan atas laporan keuangan dalam laporan keuangan 2013, 

terdapat satu fakta yang cukup membingungkan. Disitu pihak pajak hanya 
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membebankan utang PPN atas jasa giling tebu saat dilakukan pemeriksaan 

ditahun 2001 silam. Setelah tahun 2002 sampai 2013 tidak pernah ada lagi 

pembebanan utang atas jasa giling tebu. Jika PPN atas jasa giling tebu merupakan 

objek PPN seharusnya dari pihak pajak sedikit tegas dalam menyelesaikan 

masalah PPN ini. Sikap pajak yang seperti itulah yang membuat pihak pabrik gula 

sebagai pengusaha kena pajak semakin bingung sehingga mereka tidak pernah 

membayar pajak atas jasa giling tersebut. Seperti kutipan wawancara penulis 

dengan bapak Zahrudin Ma’ruf pada tanggal 18 Maret 2015 sebagai berikut: 

“Dari DJP sendiri ada ketidakkonsistenan setelah adanya pemeriksaan, 

kemudian ditahun-tahun selanjutnya sikap DJP istilahnya kalau pun ini 

aturan seharusnya DJP berupayah untuk menegakkan aturan itu, akan 

tetapi mereka diam saja dan cenderung membiarkan hal itu terjadi. Jadi 

sampai sekarang pun masalah tentang PPN jasa giling masih belum jelas. 

Sehingga sekarang kami tidak pernah mencatat PPN atas jasa giling 

tebu.”  

 

Pajak merupakan pendapatan utama negara, untuk itulah pihak pajak 

seharusnya bersikap tegas mengetahui apabila terdapat suatu pelanggaran. Apalagi 

hukum pajak kita menganut paham imperative yakni pelaksanaanya tidak dapat 

ditunda. Jadi apabila disini Pabrik gula mengajukan keberatan, sebelum ada 

keputusan dari Dirjen Pajak bahwa keberatan itu diterima maka wajib pajak tetap 

wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ada. Pajak juga bersifat 

memaksa, artinya wajib pajak dipaksa untuk membayar pajak kepada negara 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan apabila wajib pajak tidak 

mematuhinya, maka pihak pajak berhak memberikan sanksi kepada wajib pajak 

yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan ketentuan umum 

perpajakan (KUP) apabila wajib pajak (dalam hal ini pengusaha kena pajak) akan 
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didenda apabila melakukan keterlambatan pelaporan SPT (Pasal 7 ayat (1) UU 

KUP). Karena pabrik gula tidak pernah menghitung, menyetor, dan juga melapor 

maka pabrik gula tentunya tidak akan melakukan pelaporan SPT. Untuk itu 

perdasarkan KUP seharusnya pabrik gula didenda sebesar Rp 500.000,00 (lima 

ratus ribu rupiah) untuk setiap keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN. 

Sanksi denda (biasa) di PPN juga dikenakan terkait dengan pelanggaran atau 

kesalahan dalam pembuatan (penerbitan) maupun pelaporan Faktur Pajak. Seperti 

yang disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, e, dan huruf f UU KUP, sanksi 

denda terkait Faktur Pajak akan dikenakan kepada WP yang berstatus sebagai 

Pengusaha Kena Pajak (PKP). Karena pabrik gula tidak pernah menyetorkan PPN 

atas jasa gilingnya, maka pabrik gula tentu tidak pernah membuat maupun 

melaporkan faktur pajaknya. Untuk itu berdasarkan KUP pihak pajak juga 

seharusnya memberikan sanksi kepada pabrik gula yang sudah tidak 

melaksanakan aturan. Sanksi denda yang seharusnya dikenakan terhadap PKP 

tersebut di atas adalah sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP), yaitu nilai 

atau jumlah yang dijadikan patokan untuk menghitung PPN yang tercantum dalam 

Faktur Pajak tersebut. Dan sama seperti sanksi denda yang lainnya, sanksi denda 

Faktur Pajak ini juga tidak dihitung secara bulanan. 

Sanksi lain yang seharusnya dikenakan berdasarkan Pasal 38 UU KUP adalah 

ketentuan yang mengatur mengenai ancaman sanksi pidana kurungan dan denda 

terhadap Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau 

menyampaikan SPT dan lampirannya tetapi isinya tidak benar, tidak jelas, atau 

tidak lengkap, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Dalam 
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hal ini pihak pabrik gula tidak pernah menyetorkan PPN atas jasa giling sehingga 

tidak menyampaikan SPT, karena itu apabila dilihat dari kacamata pajak, tentu 

sikap pabrik gula ini akan menimbulkan kerugian kepada negara. Untuk itu 

seharusnya pihak pajak seharusnya bersikap tegas dan konsisten untuk 

menegakkan aturan yang ada. 

Kemudian yang menjadi permasalahan lain kenapa pabrik gula selaku 

pengusaha kena pajak menolak dan tidak mau membayar PPN atas jasa giling 

tersebut adalah karena sistem yang terjalin antara pabrik gula dengan petani 

adalah sistem kemitraan. Sistem kemitraan ini sendiri terjadi karena kondisi 

pabrik gula yang ada di Indonesia khususnya di pulau jawa tidak memiliki lahan 

untuk menanam tebu yang digunakan sebagai bahan baku utama dalam membuat 

gula. Kalaupun ada yang memiliki lahan itu hanya sebagian kecil dari pabrik gula 

saja, itu pun lahannya sangat terbatas sehingga masih membutuhkan kerjasama 

dengan petani. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Suyono sebagai berikut : 

“Kebanyakan pabrik gula yang ada di Indonesia tidak punya lahan, 

mungkin sebagian ada juga yang memiliki lahan tetapi lahan tersebut 

masih kurang memadai karena sempitnya lahan sehingga kita kekurangan 

bahan baku utama yaitu tanaman tebu.” (wawancara, 26 Februari 2015).  

 

Kerjasama berupa kemitraan yang terjalin diantara pabrik gula dengan petani 

memiliki proses yang sangat panjang. Bahkan kemitraan itu dimulai sebelum 

proses pra-tanam sampai penjualan gula. Untuk proses pra-tanam pabrik gula 

memberikan bantuan pinjaman kepada petani. Apabila petani tidak memiliki 

modal, maka pabrik gula memberikan bantuan berupa pinjaman. Bantuan 

pinjaman disini pabrik gula bukan memberikan modal, pabrik gula menjadi avalis 

atau sebagai penjamin atas modal dari bank yang diberikan kepada petani. Karena 
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sebagai avalis pabrik gula memiliki resiko apabila petani tidak bisa 

mengembalikan kredit modal dari bank mungkin karena gagal panen, maka pabrik 

gulalah yang akan menanggung semua kredit tersebut kepada bank. Pabrik gula 

juga memberikan bantuan untuk pengolahan lahan sebelum ditanam, seperti itulah 

bantuan pabrik gula sebelum adanya proses tanam tebu. 

Setelah itu, dalam proses tanam pabrik gula juga memberikan penyuluhan dan 

bimbingan kepada petani dari mulai teknik pemilihan bibit sampai, teknik tanam 

tebu, teknik pemupukan agar tebu yang dihasilkan bisa memiliki kualitas yang 

bagus. Bahkan saat panen, pabrik gula juga memberikan bantuan berupa 

menejemen tebang angkut dan jasa angkut. Hal itu berguna agar tebu yang 

digiling dalam keadaan yang optimal. Karena setelah ditebang apabila tidak 

segera digiling maka tebu akan mengalami penurunan rendemen. Dalam tebu 

memliliki rendemen didalamnya, katakanlah rendemennya 9 bisa jadi setelah 

digiling rendemen yang awalnya 9 akan mengalami penurunan antara dan menjadi 

sektar 8,8 saja, hal itu karena pengaruh dari mesin. Akan tetapi petani tidak mau 

tahu akan hal itu, saat rendemen tebunya berada pada angka 9 maka petani juga 

menginginkan hasilnya juga sama, maka pabrik gula yang menanggung kerugian 

itu. Setelah digiling menjadi gula, pabrik gula juga memberikan tempat 

penyimpanan gula tanpa menarik beban sewa kepada petani. Walaupun dalam 

penyimpanan itu terdapat tenggang waktu karena faktor kemampuan dalam 

menampung gula juga terbatas. 

Setelah tebu menjadi gula pabrik gula memfasilitasi petani yang diwadahi oleh 

APTR untuk melelang/menjual gulanya. Dalam proses ini semua mekanisme 
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diserahkan kepada petani, entah itu harga jual gula diatas atau dibawah harga 

pasar semua tergantung oleh petani atau APTR itu tadi. Setelah dijual oleh APTR 

gula posisinya masih berada di pabrik gula, kemudian  dalam pelayanan 

pengambilan gula tersebut pabrik gula juga masih memberikan bantuan dalam 

penghitungan dan administrasinya agar tidak terjadi kesalahan dalam proses 

pengambilannya, seperti itulah proses kerjasama yang terjalin antara petani dan 

pabrik gula. Dengan demikian proses penggilingan tebu seharusnya tidak 

dipersamakan dengan penggilingan padi. Seperti yang dikutip dari bapak 

Zahrudin Ma’ruf saat melakukan wawancara pada 18 Maret 2015 sebagai berikut: 

“Pabrik gula sangat keberatan atas adanya PPN jasa giling tebu apabila 

penggilingan tebu menjadi gula dipersamakan dengan penggilingan padi. 

Hal itu tidak fair karena didalam prosesnya itu sangat jauh berbeda dan 

tidak sama. Didalam proses tebu menjadi gula disitu terdapat sebuah 

kerjasama yang tidak ada dalam penggilingan padi menjadi beras. Jadi 

tebu tersebut bukan hanya milik petani, tetapi poabrik gula juga memiliki 

hak atas tebu. Jadi tebu itu milik nkami berdua ( pabrik gula fan petani), 

jadi tidak ada penyerahan waktu tebu tersebut digiling di pabrik gula.” 

 

Karena pabrik gula menolak adanya PPN atas jasa giling tebu, maka hal itu 

berimbas pada sikap pabri gula yang tidak pernah membayar PPN atas jasa 

gilingnya. Seperti yang dikutip dari bapak Zahrudin Ma’ruf saat melakukan 

wawancara pada 18 Maret 2015 sebagai berikut: 

“Pabrik gula tidak pernah menyetorkan PPN atas jasa giling tebu, PPN 

ini muncul setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak. Sejak 

adanya pemeriksaan di tahun 2001 oleh DJP, terdapat temuan hutang 

PPN atas jasa giling tebu karena pabrik gula tidak pernah menyetorkan 

PPN atas jasa giling tebunya. PPN atas jasa giling tebu ini dikenakan atas 

bagi hasil sebesar 34%, jadi didalam bagi hasil tersebut terdapat PPN 

sebesar 10%. 

 

Dalam sistem kemitraan, pembagian keuntungan menggunakan sistem bagi 

hasil. Presentase  petani mendapat 66% dan pabrik gula mendapat 34%.  Dari 
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66% milik petani itu 10% nya bagi berupa gula dan 90% nya akan dilelang 

bersama dengan tebu milik pabrik gula yang presentasenya 34% itu tadi. Setelah 

dilelang petani dan pabrik gula akan mendapat uamg tunai sebesar banyaknya 

gula yang dilelang. Uang tunai itulah yang menjadi keuntungan yang diperoleh 

petani tebu dan pabrik gula atas kemitraan yang telah mereka lakukan. 

Selain sistem kemitraan, kerjasama antara pabrik gula dengan petani 

dilakukan juga dengan sistem kerjasama sewa lahan. Dalam sistem sewa lahan 

yang terjadi hanyalah sebatas penyerahan lahan dari petani kepada pabrik gula, 

dimana atas penyerahan tersebut petani mendapat imbalan sebesar nilai sewa 

lahan. Tidak ada penyerahan tebu dari petani kepada pabrik gula, petani tidak 

terlibat dalam aktivitas pembudidayaan tanaman tebu. Oleh karena 

pembudidayaan sepenuhnya dilakukan oleh pabrik gula maka tebu yang 

dihasilkan merupakan tebu milik pabrik gula. Dengan demikian, penggilingan 

yang dilakukan adalah penggilingan atas tebu milik pabrik gula itu sendiri dan 

tidak ada pemanfaatan penggilingan dari pihak lain. Jadi tidak tepat apabila 

penggilingan tebu dalam sistem sewa lahan ini dikenakan PPN atas jasa giling 

tebu. Seperti yang dipaparkan oleh bapak Zahrudin Ma’ruf : 

“Dalam sistem sewa lahan secara keseluruhan tebu tersebut adalah milik 

pabrik gula, jadi tidak tepat apabila tetap dikenakan PPN jasa giling.” 

(Wawancara, 18 Maret 2015) 

 

4.5  Implementasi Perlakuan Akuntansi yang Seharusnya dilakukan Pabrik 

Gula Toelangan 

Laporan keuangan PTPN X (persero) ini disusun dan disajikan sesuai dengan 

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan 
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interprestasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan 

Akuntan Indonesia dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

keuangan (BAPEPAM & LK) Nomor. VIII G.7 lampiran keputusan ketua 

BAPEPAM & LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 mengenai 

Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan konsolidasian Emiten atau 

Perseroan Publik. 

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas, disusun 

menggunakan dasar akrual. Dasar pengukurannya menggunakan harga perolehan, 

kecuali beberapa akun tertentu yang menggunakan dasar pengukuran lain 

sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. 

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan 

mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. 

Mata Uang pelaporan yang digunakan dalam penyusanan laporan keuangan 

konsolidasian adalah mata uang Rupiah (Rp) yang merupakan mata uang 

fungsional Perseroan. 

Untuk melihat pendapatannya, kita bisa lihat di Laporan Keuangan Tahun 

2013 PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) seperti berikut : 
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Untuk mengetahui berapa pendapatan atas penjualan gulanya, maka dapat dilihat 

di catatan atas laporan keuangan PT.Perkebunan Nusantara X (persero) seperti 

berikut : 
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Menurut laporan laba rugi di atas, dapat diketahui bahwa PT.Perkebunan 

Nusantara X (persero) memiliki pendapatan sebesar Rp. 2.375.077.618.726,00. 

Dari pendapatan tersebut, dalam catatan atas laporan keuangan dapat kita ketahui 

bahwa pendapatan atas penjualan gulanya sebesar Rp. 1.623.798.043.828,00. 

Pendapatan atas penjualan gula sebesar Rp. 1.623.798.043.828,00 tersebut berasal 

dari bagi hasil atas kemitraan yang diterima oleh pabrik gula sebesar 34% dan 

berasal dari kerjasama melalui sistem sewa lahan. Menurut aturan pajak dalam 

pendapatan atas penjualan gula tersebut dikenai PPN atas jasa giling tebu sebesar 

10%, berikut pencatatan menurut akuntansinya : 

Pencatatan atas penerimaan hasil penjualan tunai dilakukan dengan 

mendebit perkiraan kas dan mengkredit perkiraan penjualan dan Pajak 

Keluaran-nya. 

Kas / Bank 1.623.798.043.828,00 

  Penjualan  1.461.418.239.445 

  PPN (keluaran) 162.379.804.383,00 
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Pencatatan saat penyetoran ke negara dilakukan dengan mendebit Pajak 

Keluaran dan mengkredit perkiraan kas-nya. 

PPN (keluaran) 162.379.804.383,00 

  Kas / Bank  162.379.804.383,00 

Awalnya pendapatan atas penjualan gula sebesar Rp 1.623.798.043.828,00 

setelah dikenakan PPN sebesar 10 % maka pendapatan atas penjualan gulanya 

menjadi Rp 1.461.418.239.445 hal itu dikarenakan terdapat PPN keluaran yang 

harus disetorkan ke negara sebesar Rp.162.379.804.383,00. Karena pendapatan 

atas penjualan gula nilainya berkurang, maka jumlah kas di laporan posisi 

keuangan (neraca) akan berkurang. Begitulah seharusnya pencatatan atas jasa 

giling yang seharusnya dilakukan.  

 

 


